BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam  rangka penyusunan perencanaan

Mengingat :

Parat Hicrarki A

pembangunan daerah Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten
Pacitan;

b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi musyawarah
perencanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan, maka
perlu adanya pedoman  pelaksanaan  Musyawarah
Perencanaan Pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019

[

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evalua51 Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
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7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2005 - 2025;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2016 — 2021;

- MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2019

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

el R .

oo

10.

11.

12.

13.

Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Bupati adalah Bupati Pacitan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian w11ayah dari
kabupaten yang dipimpin oleh camat;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat
Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah di Kabupaten

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten,
TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokch masyarakat provinsi
dan kabupaten /desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, kabupaten, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan
perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat
rentan termarginalkan;

Fasilitasi -adalah fungsi pendampingan masyarakat dalam proses
perencanaan partisipatif/musrenbang Kelurahan/Desa yang dilakukan oleh
LSM dan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas dan kemampuan
pendampingan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra
PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencdna Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD
adadlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
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16.

17.

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum pembahasan
hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan, dengan tujuan
untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan
rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan
dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan

Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten;

Forum Konsultasi Publik adalah sebuah forum yang membahas Rancangan
Awal RKPD, dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan
untuk memperoleh masukan dan saran, sebagai bahan penyempuruaan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

a.
C.

d.

(1)

(2)

3)

M

2)

3

@)

Pedoman Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;

Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
Pedoman Pelaksanaan Forum  Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah; dan .

Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

BAB III
FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pasal 3

Forum konsultasi publik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
hurufa dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti pemangku kepentingan
untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan,
sasaran dan program pembangunan Daerah.

Peserta forum  konsultasi publik diutamakan  bagi kelompok -
masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap
permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.

Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau
sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan.

BAB IV
FORUM MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

Pasal 4

Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan forum pembahasan hasil
daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan.
Camat melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan
setelah berkoordinasi dengan Bappeda kabupaten
Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan
- Februari. : _
Tata cara pengajuan daftar - usulan rencana kerja Pemerintah Desa
erpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
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diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang
ditetapkan oleh Bupati.

Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan bertujuan untuk penajaman,
penyelarasan, Klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan
pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas
pembangunan daerah di wilayah kecamatan.

BABV
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

~ Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan oleh kepala Perangkat
Daerah berkoordinasi dengan Bappeda;

Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah
pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah;

Forum  Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah bertujuan
untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja
sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam
Rancangan Renja Perangkat Daerah.

BAB VI
FORUM MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

Pasal 6

Musrenbang RKPD Kabupaten Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf d dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda

Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dihadiri oleh para pemangku kepentingan.

Musrenbang RKPD kabupaten sebagmmana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Musrenbang RKPD kabupaten bertujuan untuk membahas rancangan

RKPD kabupaten.

Pembahasan Rancangan RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), dilaksanakan dalam rangka:

a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;

b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;

c. menyepakati program, Kkegiatan, pagu indikatif, indikator dan
target kinerja serta lokasi;

d. penyelarasan program dan Kkegiatan pembangunan Daerah dengan

- sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan

e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah

- kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan
berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 7

Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 20 19 adalah

Tdoman pelaksanaan musrenbang sebagaimana
)ladalah sebagai berikut :
I Pedoman Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;




b. Lampiran II tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan; :
c. Lampiran III tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat

Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
d. Lampiran IV tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Kabupaten; dan
e. Lampiran V tentang Bagan/ALUR Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Kabupaten Pacitan Tahun 2019

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 12 -2017

Q BUPATI PACITAN -,/

A

‘[ INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 17 NOMOR 81
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b. Lampiran II tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD
-~ Kabupaten di Kecamatan;

¢. Lampiran III tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

d. Lampiran IV tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Kabupaten; dan _

e. Lampiran V tentang Bagan/ALUR Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Kabupaten Pacitan Tahun 2019

 BABVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 12 -2017

BUPATI PACITAN

™,

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Desember 2017

- SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PACITAN

Drs. SUKO WIYONO, MM
- Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 17 NOMOR 81



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN

PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

i

A. Maksud
Konsultasi Publik sebagai rangkaian dalam penyusunan rancangan awal
RKPD Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan
kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagai perwujudan dari
peridekatan partiSipatif perencanaan pembangunan daérah.

B. Tuyjuan
Tujuan penyelenggaraan konsultasi publik rancangan awal RKPD
Kabupaten adalah untuk memperoleh masukan dan saran penyempuruaan
dari pemangku kepentingan.

C. Unsur - unsur yang dilibatkan dalam Forum Konsultasi Publik Kabupaten
Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh
anggota DPRD dan pemangku kepentingan  pembangunan  untuk
menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran
dan program pembangunan Daerah, Peserta forum konsultasi publik
diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis
kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu
strategis Daerah, antara lain :

a. Peserta
1. Bupati;

2. Wakil Bupati ;

3. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten;

4, Sekretaris Daerah Kabupaten;

5. Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;

6. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten;

7. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten;

8. Pimpinan BUMD/BUMN di Kabupaten;

9. Perguruan Tinggi di Kabupaten;

10. Perwakilan Ormas/ LSM di Kabupaten;

11. Ormas/ Keagamaan di Kabupaten;

12. Perwakilan Tokoh Masyarakat di Kabupaten;

13. Perwakilan Organisasi Masyarakat di Kabupaten;

14, Perwakilan O;ganigasi Profesi/ Pengusaha di Kabupaten;

15. Perwakilan Pelaku Pariwisata/ Ekonomi Kreatif di Kabupaten;

16. Perwakilan Organisasi Wanita di Kabupaten;

17. Perwakilan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten;

18. Perwakilan Media Massa di Kabupaten;

19. Perwakilan dari Organisasi atau Kelompok Disabilitas di Kabupaten; dan

20. Kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang
dipandang perlu.

b. Narasumber
Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta
Konsultasi Publik, untuk bahan pengambilan Keputusan dalam proses
pengambilan keputusan dalam dialog Konsultasi Publik Kabupaten, yaitu

tara lain plmplnan atau anggota DPRD Kabupaten, pejabat Perangkat
—T— _ }r lain yang dipandang perlu, dan dapat menjadi
.{J n Agﬁ:ﬁ%@ m Konsultasi Publik Kabupaten.
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c. Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan

kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan

dalam dialog Konsultasi Publik Kabupaten,
D. Waktu dan Pelaksanaan -

1. Konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau
sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan.

2. Keglatan Konsultasi Publik di Kabupaten dilaksanakan paling lambat
pada minggu ketiga bulan Januari.

3. Keluaran dari pelaksanaan Konsultasi Publik ini berupa masukan dari
peserta konsultasi publik demi penyempurnaan rancangan awal RKPD
2019,

E. Mekanisme penyelenggaraan

1. Pendaftaran peserta konsultasi Publik Kabupaten Tahun 2018;

2. Acara pembukaan Konsultasi Publik ;

3. Laporan Ketua Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan
Paparan singkat Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tahun
2019, oleh Kepala Bappeda Kabupaten;

4, Sambutan datri DPRD Kabupaten, yang dlsatiipaikan oleh Ketua DPRD
Kabupaten;

5. Sambutan, Pengarahan dan Pernyataan Pembukaan kegiatan
Forum Konsultasi Publik oleh Bupati;

6. Dialog Publik yang dilakukan oleh seluruh peserta Konsultasi Publik
Kabupaten, yang dimoderatori oleh fasilitator yang sudah
ditentukan; dan

7. Penutupan fornm Konsultasi Publik Kabupaten
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FORMAT BERITA ACARA
Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Pacitan

Pada hari ...... tanggal ,..... bulan ... tahun ....... telah diselenggarakan

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tahun 2019 yang
dihadiri Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan sesuai dengan daftar
hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :
1. Pemaparan materi Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 oleh Bapak
Bupati Pacitan dan Kepala Bappeda;
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Konsultasi Publik
- Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupatén Pacitan téerhadap materi
yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum merjadihasil keputusan
diskusi, maka pada:
Hari dan Tanggal
Jam
- Tempat

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tahun ......

MENYEPAKATI

Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang
disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang tertuang dalam
rancangan awal RKPD Kabupaten Tahun ......

Menyepakati saran dan masukan dari usulan peserta forum  Konsultasi
Publik sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 11 berita acara ini;
Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil
kesepakatan forum Konsultasi Publik Kabupaten Pacitan ini; dan,

Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan
penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2019,

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Pacitan, tanggal .......Januari .......
-PimpinanSidang
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PACITAN

/
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Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun
2019 Kabupaten Pacitan.

=
o

Nama

Unsur Perwakilan

Alamat TandaTangan

gnoooqo\cn-tsww.-

a. Format Daftar Hadir Forum Konsultasi Publik

LAMPIRANT :

BERITA ACARA FORUM
KONSULTASI PUBLIK KABUPATEN
PACITAN

NOMOR :

TANGGAL ;

Daftar Hadir Peserta Forum Forum Konsultasi Publik
Kabupaten Pacitan

Ayssion Py
l\'a';m Pzt &——L"
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Tanggal Dorereererarsresenas
Tempat Doererseeresieenens
No Nama Lembaga/Instansi Alamat & no Tanda tangan
Telp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dst..
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- LAMPIRANII : BERITA ACARA FORUM KONSULTASI
PUBLIK KABUPATEN PACITAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Usulan dan Saran Pembangunan Daerah
Kabupaten Pacitan
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2019

Nama Pengusul

Alamat
NIK
Nomor Telepon/Hp
No Permasalahan Usulan/Saran/Masukan Keterangan

WBUPATI PACITAN ../
A

- { INDARTATO
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI
- KECAMATAN

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para
pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah
penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang diintegrasikan dengan prioritas
pémibatiglinan daérah Kabiipaten di wildyah keécamiatan

Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dikoordinasikan oleh
bappeda Kabupaten dan dilaksanakan oleh Camat.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan
antara lain:

1. Membahas dan menyepakatl usulan rencana kegiatan pembangunan
Desa/Kelurahan yang menjadi keglatan pnorltas pembangunan di wilayah
kecamatan yang bersangkutan;

2. Membahas dan menyepakati keglatan prlorltas pembangunan di wilayah
kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan
desa; dan

3. Menyepakati pengelompokan keglatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.

Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam
penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Kabupaten di kecamatan selambat—lambatnya minggu kedua bulan
Februari. :

~ Unsur-unsur yang d111batkan dalam musrenbang kecamatan sekurang-
kurangnya terdiri dari: :

1. Peserta '

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas:

Para kepala desa dan lurah; :

Delegasi musrenbang desa;

Delegasi kelurahan;

Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten asal daerah pemilihan

kecamatan bersangkutan;

Perwakilan perangkat daerah;

Tokoh masyarakat;

g. Keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

2. Narasumber

Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari:

a. Pejabat Bappeda;

b. Perwakilan DPRD;

c. Camat; dan

d. Perwakilan Perangkat Daerah kabupaten dan unsur lain yang diperlukan,
3. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki

persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses

pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.
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Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dilakukan dengan tahapan,

sebagai berikut:
1. Persiapan musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan; dan
2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan,

A. Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten Di Kecamatan
Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1.

Pembentukan Tim

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan

anggota terdiri dari: .

a) unsur kecamatan; dan

b) unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan
keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan
dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap
penyelenggaraan musrenbang kecamatan.

. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan
. Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk

dibahas dalam musrenbang kecamatan. Data dan informasi yang
disiapkan oleh Tim Penyelenggara dan bahan pembahasan musrenbang
dokumen rencana daerah Kabupaten di kecamatan, antara lain yaitu:
a) Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan
Daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten di
kecamatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal dokumen
rencana daerah yang dikelompokkan menurut Perangkat Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bahan diperoleh dari Bappeda Kabupaten, yang dapat disusun dan
disajikan kedalam format tabel sebagai berikut:

Tabel T-1.
Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan
Kecamatan ............ *)
Tahun.......
No | Prioritas | Sasaran | Progratii | Kegiatan Pagu | Perangkat Daerah
Daerah Daerah Indikatif | Indikatif | Penanggungjawab
1 2 3 4 5 6 7

Paraf Mierarki
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*) Isi sestiai dérigafi nama keécamatan.
Cara Pengisian Tabel Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecainatan,
sebagai benkut

Kolornl diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah
untuk tahun rencana.

Kolom 2 ¢ diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas
pembangunan.

Kolom 3 diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan
daerah,

Kolom 4 diisi dengan uraian nama program dari masing-masing
prioritas.

Kolom 5 diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang

menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa
yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan
prakiraan maju pada dokumen rencana daerah tahun

belnmna
7
2.
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| Kolom 6

Kolom 7

diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program
prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan
besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas
dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk
pagu Indikatif program saja.

diisi dengan nama perangkat daerah yang akan
bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau
kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah

b) Kompilasi Hasil Musrenbang Desa
Kompilasi hasil musrenbang desa menurut urutan prioritas yang
disepakati di musrenbang desa/kelurahan, dan dikelompokkan
menurut Perangkat Daerah, yang disajikan seperti dalam format tabel

sebagai berikut :
Tabel T-2.
Daftar Prioritas Desa menurut Perangkat Daerah
Kecamatan : .......cccccceevunccvnnnncnans )
Kabupaten : ..., *)
Tahun ! rsiececeeenensosnaracnsnorsorars *)
Keterangan
Kesesuaian Status
. Lokasi Dengan Usulan
No | Kegiatan Desa Volume Prioritas
Daerah
Ke...
1 2 3 4 S 6

Isi disesuaikan dengan nama kecamatan/kabupaten dan tahun

rencana.

Cara Pengisian Form sebagai berikut:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan
desa/kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun
rencana :

Kolom 2 diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas
dari desa/kelurahan.

Kolom 3 diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan
tersebut.

Kolom 4 diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan
beserta satuannya,contoh:10 km2, 100 orang, dan
sebagainya. :

Kolom 5 diisi dukungan langsung kegiatan tersebut pada urutan
prioritas daerah , misalnya: prioritas ke 1, 2, dan
seterusnya.

Kolom 6 diisi status usulan kegiatan prioritas, status 0 adalah
usulan tahun n {tahun rencana, misalnya 2017); status
1 adalah usulan tahun n-1 yang perlu percepatan.
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Catatan: Kriteria kegiatan prioritas yang diusulkan menjadi prioritas
kecamatan, ditetapkan oleh camat setelah disetujui Bappeda kabupaten.

1.

2.

Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam
musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta.
Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada
Bappeda kabupaten. Dalam hal ini camat menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Bappeda dengan dilampiri bahan pembahasan
musrenbang sebagaimana dimaksud pada jadwal dan agenda
musrenbang kecamatan diatas.

Mengumumkan secara terbuka perihal jadwal, tempat, dan agenda
musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara
musrenbang dilakukan.

Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD
kabupaten di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang,

B. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta,

2. Acara pembukaan musrenbang;

3.Sidang Pleno 1 Pemaparan materi dari narasumber dan materi
musrenbang; dan

4, Sidang Kelompok.

a,

Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari:

1) Ketua;

2) Sekretaris; dan

3) notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang

difasilitasi oleh fasilitator;

Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok

diskusi yang terpillh untuk memimpin jalannya pemaparan dan

pembahasan materi dalam kelompok diskusi;

Verifikasi usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan oleh peserta

musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas

dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

bersangkutan oleh peserta kelompok; dan

Setelah dilakukan penyepakatan Kkegiatan-kegiatan yang sesuai

dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk

menentukan urutan prioritas. skoring dan rating dilakukan untuk

tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan

daerah. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas

ditetapkan oleh camat,

Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.

Sebagai contoh kriteria:

1) Kesesuaian dengan rancangan awal dokumen rencana daerah;

2) kepentingan lintas desa/kelurahan;

3) Dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan
kabupaten,;

4) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas
desa/kelurahan;

5) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas desa/kelurahan.
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Hasil prioritisasi kegiatan berdasar kriteria, disajikan dalam format
sebagai berikut:

Tabel T-3.
Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria
Kriteria
Kontribusi
Kesesuaian pada Dukungan
. Pencapaian pada Dukungan ; Total | Urutan
N Kegiat -
° egatan ]%Zﬁ%vaal} Target pemenuhan nilaj Ii::zn1 Skor | Pricritas
Pricritas hak dasar tambah
RKPD
pembangunan rakyat
kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Paraf Hierarki %

Cara Pengisian Tabel Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut program dan kegiatan.

Kolom 2 : diisi dengan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang
diusulkan,

Kolom3 : diisi dengan angka 1 jika kurang sesuai dengan

rancangan awal dokumen rencana daerah, angka 2 jika
cukup sesuai dengan rancangan awal dokumen rencana
daerah, dan angka 3 jika sangat sesuai dengan
rancangan awal dokumen rencana daerah. Kesesuaian
dengan rancangan awal dokumen rencana daerah dinilai
dari kesesuaian dengan rancangan kegiatan Perangkat
Daerah.

Kolom 4 : diisi dengan angka 1 jika kurang berkontribusi, angka 2
jika cukup berkontribusi, dan angka 3 jika sangat
berkontribusi.

Kolom 5 : diisi dengan angka 3 jika sangat sesuai, angka 2 jika
cukup sesuai, angka 1 jika sama sekali tidak sesuai.

Kolom 6 : diisi dengan angka 3 jika sangat mendukung
peningkatan nilai tambah, angka 2 jika cukup
mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika
kurang mendukung peningkatan nilai
tambah.Peningkatan nilai tambah dinilai dari penerima
sasaran dan outcome yang direncanakan apakah
meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan
masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
dan sejenisnya.

Kolom 7 : diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum.

Kolom 8 : diisi dengan dengan total skor.Semakin tinggi skor yang
diperoleh suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi
prioritas kegiatan tersebut untuk ditangani di tahun
rencana,

Kolom 9 : diisi dengan nomor urut prioritas kegiatan tersebut.

Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari

Desa/Kelurahan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan

dijadikan Kkegiatan prioritas kecamatan, untuk selanjutnya

diselaraskan dengan rancangan rencana program dan kegiatan
erangkat Daerah yang tercantum dalam rancangan awal dokumen
rencana daerah.

[SElanjgndaamnsakulgn langkah penyelarasan rancangan kegiatan
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Langkah penyelarasan dapat dilakukan antara lain dengan cara

sebagai berikut:

1) Memeriksa apakah semua kegiatan prioritas kecamatan tersebut
sudah tercantum pada rancangan kegiatan prioritas Perangkat
Daerah yang ada dirancangan awal dokumen rencana daerah;

2) Apabila kegiatan prioritas kecamatan sudah tercakup dalam
rancangan kegiatan Perangkat Daerah dirancangan awal
dokumen rencana daerah, maka diserasikan lokasi dan target
volume kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu
indikatif;

3) Apabila kegiatan prioritas tersebut belum tercakup, maka
ditambahkan pada daftar rencana kegiatan Perangkat Daerah
yang ada dirancangan awal dokumen rencana daerah; dan

4) Kegiatan prioritas kecamatan yang tidak dapat dilakukan hanya
oleh satu Perangkat Daerah, dikelompokkan sebagai kegiatan
lintas Perangkat Daerah.

Langkah selanjutnya dilakukan penajaman rumusan sasaran dari

kegiatan Perangkat Daerah, berdasarkan prioritas kecamatan yang

telah disepakati dalam diskusikelompok musrenbang kecamatan.

. Langkah selanjutnya dilakukan penyepakatan usulan pagu indikatif

masing-masing kegiatan dalam wilayah kecamatan,yang disesuaikan
dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk
kecamatan tersebut.

Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan menurut Perangkat
Daerah selanjutnya dapat dituangkan dalam contoh tabel sebagai
berikut:

Tabel T- 4.
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan berdasar Perangkat Daerah
Kecamatan .........
Tahun.........
No | Prioritas | Sasaran | Program | Kegiatan | Sasaran | Lokasi | Vol }{ Pagu Perangkat Daerah
Daerah Daerah ' Prioritas | Kegiatan | (desa/ Penanggungjawab
kel)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cara Pengisian Tabel Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan
Berdasar Perangkat Daerah

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan
daerah untuk tahun rencana.

Kolom 2 diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas
pembangunan.

Kolom 3 diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran
pembangunan daerah.

Kolom 4 diisi dengan uraian nama program dari masing-masing
prioritas.

Kolom 5 diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang
menunjang prioritas program dengan memperhatikan
apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah
berdasarkan prakiraan maju pada dokumen rencana
daerah tahun sebelumnya.

Kolom 6 diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran kegiatan.

J_{olom..'i’___;_diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
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Kolom 9

Kolom 10

: diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap
program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi
jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai
program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom
ini cukup dtisi untuk pagu indikatif program saja.

: diisi dengan nama Perangkat Daerah yang
bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau
kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan
fungsi.

J- Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas
kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar
alasannya, perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan
untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Beberapa kemiingkinan alasan pértimbangan antara lain:

1) daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah kurang tinggi;

2) keterbatasan anggaran tahun rencana, sehingga kemungkinan
ditunda untuk diusulkan tahun berikutnya;

3) termasuk kewenangan lintas kabupaten sehingga diusulkan ke
provinsi; dan

4) alasan lainnya.

k. Pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir disusun dengan

cara disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut :

Tabel T+5

Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati

Tahun......*
Kecamatan : ......cccvceanen *)
Perangkat Daerah :................. *)
No| Kegiatan Lokast Volume Alasan
(Desa/Kelurahan)
1 2 3 4 5

L

*) isi sesuai dengan tahun/nama kecamatan dan nama Perangkar

Daerah

Cara Pengisian Tabel Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati sebagai

berikut:
Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan
desa/kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun
rencana.

diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas
dari desa/kelurahan.

diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan
beserta satuannya, contoh :10 km2, 100 orang, dsb.

diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan
keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum
dapat diakomodir pada tahun rencana.

Pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang
diusulkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui

musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan
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n. Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris

dan notulis dibantu fasilitator dan narasumber.
5. Sidang Pleno Il _

Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan

untuk:

a Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang
merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok
dihadapan seluruh peserta musrenbang dokumen rencana daerah
kabupaten di kecamatan; dan

b - Memperoleh tanggapan, penajaman, dan Kklarifikasi dari seluruh

' peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan
oleh ketua kelompok diskusi, dan pengambilan keputusan
menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten
dikecamatan. _ '

kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen

rencana daerah kabupaten di kecamatan oleh tim perumus yang

dipimpin oleh Camat.

7.Rancangan = berita = acara  kesepakatan hasil musrenbang
kecamatan,dibacakan kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati
dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku
kepentingan yang menghadiri musrenbang dokumen rencana daerah
kabupaten di kecamatan.

8.Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil
musrenbang kecamatan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan
dokumen rencana daerah kabupaten, dan kepada Kepala Perangkat

Daerah kabupaten sebagai bahan penyusunan rancangan Renja

Perangkat Daerah yang akan dibahas di forum Perangkat Daerah/Lintas

- Perangkat Daerah.
9. Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan beserta
lampiran terdiri dari:

a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen

- rencana daerah di kecamatan;

b. Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut Perangkat Daerah;

c. Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang dokumen rencana
daerah di kecamatan; dan

d. Daftar hadir peserta musrenbang dokumen rencana daerah di

- kecamatan dengan contoh format sebagai berikut:
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Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD
Kabupaten Di Kecamatan disajikan sebagai berikut :

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN PACITAN
DI KECAMATAN ........ TAHUN .............
Pada hari ..... tanggal ..... sampai dengan tanggal ......... bulan
............ tahun ............ bertempat di .............. telah diselenggaran

musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten yang dihadiri

pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang

tercantum dalam LAMPIRAN [ berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambiitah-sainbiitah yang disampaikarn oleh ........... (dijelaskan
secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara
pembukaan musrenbang kecamatan.

2. Pemaparan materi lainnya {disesuaikan dengan materi dan nama
pejabat yang menyampaikan).

3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan

terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua
kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil
keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal L erreereeteesenirieisaretttsenisettetistreterarerensee
Jam D reetsistusietiii st sttt ba st bbbt nasoe
Tempat D eeereseeseieerseesaressiresesansessansaseisesrrronene
Musrenbang Kecamatan :.......ccccvviimiiiiiiiiiinieeniiinicnnceinennes
MENYEPAKATI

1. Kegiatan prioritas, sasaran, yang disertai target dan kebutuhan
pendanan dalam Daftar Prioritas Kecamatan ...... Kabupaten ....... *)
Tahun ...... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara
ini.

2. Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomeodir dalam
rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten ........ *) Tahun .... -

. beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN III berita acara ini.

3. Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan
e Kabupaten .....* Tahun ... dan daftar hadir peserta
Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, II
merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari berita acara ini.

4. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan
dokumen rencana daerah Kabupaten ........ Tahun ....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Pimpinan Sidang
Tanda tangan

Y { Nama)
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Mewakili peserta musrenbang Kecamatan ...

No Nama Lembaga/instansi Alamat Tanda
Tangan
1.
2.
3.
dst

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan
LAMPIRAN1 : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

‘Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan
- Kecamatan :........ceciicinnennnes

Alamat & no Tanda

No Nama Lembaga/Instansi telp. tangan

3.
dst

b. Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat
Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN.
HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

NOMOR :
TANGGAL :
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah
Kecamatan @ ...ccoueveiiviiiiannnns
Tahun S eeerisresansstorersacens
Per: t
No Prioritas Sasaran Program Kegiatan Sasaran t:::; . Volume Pagu D:z]:
Daerah Daerah Prioritas Keglatan el Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
3.
4,
dst
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c. Format Daftar Kegiatan yang belum disepakati

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

NOMOR :
TANGGAL :
Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati
Tahun......
No Kegiatan Lokasi Volume Alasan
(Desa/Kelurahan)
1 2 3 4 5
1
2
3
4
dst

o{ BUPATI PACITAN -.,/
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/FORUM
LINTAS PERANGKAT DAERAH

Forum  Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan
untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,
program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja
Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah
berkoordinasi déngan Bappeda, dengan Péserta adalah pemangku képentifigan
yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah
penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha
(pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan Kkebijakan
penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukan dalam pendekatan
perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottorm-up
planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten
merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat
Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan
pembangunan daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Renja dilaksanakan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Bupati
tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten
membahas rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten, dengan
menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari
musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan, sebagai bahan untuk
menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten, yang
difasilitasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten,

Tujuan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten
adalah:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten
dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten
di kecamatan;

2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah;

3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat
Daerah Kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai
dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas
pembangunan daerah; dan

4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan
pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten.

Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten hasil forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten menjadi bahan
pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten untuk selanjutnya dibahas di
dalam musrenbang RKPD Kabupaten. -

— /f’flaksanaan—fqmnu_'Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
ALl T Y, ten-—p%ﬁﬁ-’fgﬂﬁﬁmb t-pada minggu terakhir bulan Februari dan
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Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan
efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikan dapat diselenggarakan
oleh masing-masing Perangkat Daerah atau dilaksanakan secara gabungan
beberapa Perangkat Daerah dibawah koordinasi Bappeda.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum Perangkat

Daerah/Lintas Perangkat Daerah ;

1.

Peserta

Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten
antara lain terdiri dari unsur BAPPEDA kabupaten, Perangkat Daerah
kabupaten, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan
kebutuhan. '
Narasumber

Narasumber forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daérah Kabiipatén dapat berasal dari Bappéda Kabiipatén, Perangkat
Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten dan/atau unsur lain sesuai
dengan kebutuhan.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan dan perlu  diketahui peserta forum
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten, seperti
kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta
penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang
dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan
keputusan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Kabupaten.

Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki
persyaratan kompetensi " dan kemampuan memandu

pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang
kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan
pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas
dalam setiap sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah Kabupaten.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten

dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut;

A.

Paraf Hierarki

Sekda

Hukum
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Persiapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

1. Penyiapan tim penyelenggara forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah Kabupaten;

2. Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara
lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan pembagian
kelompok dan tata tertib acara;

3. Penyiapan bahan untuk pembahasan antara lain
rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten, inventarisasi
kertas Kerja proses penyusunan rancangan Renja Perangkat
Daerah sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum
apabila memerlukan Klarifikasi atas rancangan Renja Perangkat
Daerah Kabupaten yang akan dibahas;

4. Kepala Perangkat Daerah melaporkan rencana pelaksanaan
forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Kabupaten kepada Bupati cq. Kepala bappeda; dan

5. Penyampaian undangan kepada narasumber, fasilitator, dan

aling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara

LG
Agisten W W

/ peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah




B. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Tahap penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan agenda sebagai
berikut:

1. Acara pembukaan secara resmi forum Perangkat Daerah/Lintas

Perangkat Daerah.

2. Pleno I pemaparan materi antara lain:

a. Kebijakan pemerintah Kabupaten terkait pembangunan
daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam
menyusun Renja Perangkat Daerah kabupaten dan  materi
lain yang dianggap perlu;

b. Pemaparan rancangan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten; dan

c. Tanggapan dan masukan dari peserta.

3. Sidang kelompok antara lain:

Membahas program dan kegiatan Peéranigkat Daerah kabiipaten

dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan

kegiatan lintas Perangkat Daerah Kabupaten yang ditugaskan
kepada setiap kelompok.
4. Sidang Pleno II antara lain:

a. Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh
peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Kabupaten

, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu
kesatuan rangkuman  hasil sidang kelompok  forum
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten; dan

b. Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan
ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum
Perangkat Daerah/LintasPerangkat Daerah Kabupaten oleh
tim perumus yang dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah.

5. Penutupan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
antara lain:

a. Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil
forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten;

b. Tanggapan dan masukan peserta forum  Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten; dan

c. Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten

6. Rumusan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah Kabupaten disusun ke dalam berita acara
kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah Kabupaten yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai
berikut:

a. Daftar hadir peserta forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah Kabupaten;
b. Rumusan rencana program dan kegiatan
Perangkat  Daerah Kabupaten; dan
c. Daftar kegiatan lintas Perangkat Daerah Kabupaten dan
lintas wilayah dengan contoh format sebagai berikut:
Paral Pierarkj Paral Koordinasi
Sehda Asislen__: ?—
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Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat
Daerah/Lintas
Kabupaten Pacitan

BERITA ACARA
Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah ............

Pada hari ......... tanggal ...... sampai dengan hari ...... tanggal
....... bulan ...... tahun ............ telah diselenggarakan forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah ........... Kabupaten Pacitan yang

dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir

sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 berita acara ini.

Setelah mérnipérhatikan, méndéngar dan mémpértimbangkan :

1. Pemaparan materi [disesuaikan dengan materi dan nama
pejabat yang menyampaikan)

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan
terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing
ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi
hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal L erereseresresnenses eerserrsresanersssnreenonastrererrantaes
Jam D heeeeierisisiereceiaretsisierarastassbnrnrranrrsitrrees

Tempat Tt

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun ..o
MENYEPAKATI

1. Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja
yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang
telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas
dari forum Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

2. Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun .... sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN II berita acara ini.

3. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat
Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum
dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

4. Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya
yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan ini; dan

5. Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan
penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

................................. , taNEEAL ceeerireerr e
/ Pimpinan Sidang
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Menyetujui,

Wakil Peserta Forum  Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah Kabupaten Pacitan .

NO Nama Unsur Alamat Tanda
Perwakilan Tangan

DPRD
Unsur BAPPEDA

Unsur Perangkat
Daerah

Unsur
Masyarakat

Dst ....

N

he

o

a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Kabupaten Pacitan

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR :
TANGGAL

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKA DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

Kabupaten : Pacitan
Tanggal L reeeirerimsmeeeenernearress
Tempat Derireirarrererreeirrnaanas
Alamat &
No Nama Lembaga/Instansi no telp.

Tanda

Parat Hierarki Paraf Kcordinasi

Sekda Asisten _,L,——
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b. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

LAMPIRANII :

'BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/

LINTAS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

NOMOR

TANGGAL

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun ..........
Dan Prakiraan Maju Tahun..........
Kabupaten Pacitan

' {  Target Kineria Pagu Dana
No| Program/Kegiatan | Kinerja Tahun Tahun | Tahun| Tahun
n n+1 n n+l

Indikator

C.

Format Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN

: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL

I ¢
FORUM - PERANGKAT DAERAH
JLINTAS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
- NOMOR
TANGGAL

Daftar Kegiatan. Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah

Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun......

No

Kegiatan Lokasi Volume Alasan

2 ' 3 4 S

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3

" Kolom 4

diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun
Rencana

diisi dengan wuraian nama/rumusan
prioritas dari KabUpaten Pacitan

diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;
diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran
kegiatan beserta satuannya contoh:10 km?, 100 orang,
dsb; dan

diisi dengan alasan yang menjadi

kegiatan

pertimbangan

Paraf Hicrarki

/Kolom S

Parat Keordnakeputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum

Asisten __“——

dapat dlakomodir pada tahun rencana.
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C. Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas

Perangkat Daerah Kabupaten, menjadi bahan penyempurnaan rancangan
Renja Perangkat Daerah dan selanjutnya diserahkan ke bappeda Kabupaten
untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten.

D Berita acara kesepakan  hasil forum Perangkat Daerah/Lintas

Perangkat Kabupaten ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur
pemangku Kkepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Kabupaten

- 6BUPATI PACITAN ‘/

% INDARTATO
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan forum
pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan
manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah di
wilayah Provinsi dan Kabupaten, sebagai perwujudan dari pendekatan
partisipatif peréncanaan pémbangiifian daerah dalaim rarigka membahas
rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir
dokumen rencana pembangunan daerah.

a. Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu ke
empat bulan Maret.

b. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RKPD Kabupaten sebagai
berikut:

1) Peserta
Peserta musrenbang Kabupaten terdiri dari:
a. Bupati; :
b. Wakil bupati;
c. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten;
d. Unsur Pemerintah Pusat;
e. Pejabat Bappeda dan Perangkat Daerah provinsi;
f. Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten/camat,
g. Delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan;
h. Akademisi;
i, LSM/Ormas;
j. Tokoh masyarakat;
k. unsur pengusaha/investor;
1. keterwakilan perempuan; dan
m. kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang

dipandang perlu.
b) Narasumber
Pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten, pejabat  dari
Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah Provinsi
dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten atau dari unsur lain yang
dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD
Kabupaten.
c) Fasilitator
Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan
kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan
dalam kelompok diskusi musrenbang Kabupaten
c. Mekanisme penyelenggaraan
1. Acara pembukaan musrenbang;
2, Rapat Pleno }; pemaparan materi dari para nara sumber; |
3. Pembahasan materi dalam sidang kelompok dapat melibatkan pejabat
provinsi.
4, Materi yang dibahas antara lain terdiri dari :
Hasil berita acara koordinasi teknis pembangunan tingkat
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5. Rapat Pleno II, pemaparan hasil sidang kelompok oleh setiap ketua
sidang kelompok, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari
seluruh peserta musrenbang RKPD Kabupaten untuk disepakati menjadi
Keputusan musrenbang RKPD,
tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda berdasarkan
rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD Kabupaten;

Rancangan berita acara kesepakan hasil musrenbang RKPD
Kabupaten yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang
RKPD Kabupaten, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai
berikut :

a. Daftar hadir peserta musrenbang RKPD Kabupaten;

b. Kesepakatan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

c. Kesepakatan terhadap program dan kegiatan perangkat daerah.
dalam rancangan RKPD.

7. Acara penutupan musrenbang RKPD.

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN PACITAN
Tahun .............
Pada hari ............ Tanggal ........ , sampai dengan tanggal ..... bulan ......
tahun ......... bertempat di .......ccoeeennen , telah diselenggarakan musrenbang

RKPD Kabupaten Pacitan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan
sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran [ berita

acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ........ (dijelaskan secara

berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan
musrenbang RKPD ‘

2. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang
menyampaikan}.

3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD Kabupaten
terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok
diskusi yang dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi
musrenbang RKPD, maka pada :

Hari dan Tanggal TRy
Jam T eetescetnenrrereesiietistrstetetetbesttrenrsassersronsanstistesens
Tempat D eettrceerraresrersarararstetatatasinresasatanttareanrrastosneren

seluruh peserta musrenbang RKPD Kabupaten Pacitan
MENYEPAKATI

1. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program
dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan
pendanaan dalam rancangan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun .......
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..

2. Program dan kegiatan perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III serta program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam
rancangan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun ...... beserta alasannya

Vs sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini.
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Sekda ‘{ | asisten _ Yo }&
dosenPerd _PD Pemrakarsa é
L] = .
Xahag vV PO Terkait
Maku R




3. Rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD
Kabupaten Pacitan Tahun .........
penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Pacitan Tahun .........

untuk dijadikan sebagai bahan

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

------------

Bupati Pacitan

selaku pimpinan sidang musrenbang
RKPD Kabupaten Pacitan

Tanda tangan

( Nania)

Mewakili peserta musrenbang RKPD Kabupaten Pacitan

No. Nama

Lembaga/instansi

Jabatan/Alamat | Tanda Tangan

1

2

3

dst

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Pacitan

LAMPIRAN 1 BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG  RKPD
KABUPATEN PACITAN
NOMOR
TANGGAL
DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN PACITAN
Provinsi : ..ocecveevecicrinnanin
Tanggal : ...coovecevriiniiinnnnnnns
Tempat : .cocoviierniiiiiniininae.,
No Nama Lembaga/Instansi | Alamat & no telp. Tanda
tangan
1
2
3
4
dst
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b. Format kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD
Kabupaten Pacitan

LAMPiRAN ii

BERITA ACARA KESEPAKATAN

HASIL. MUSRENBANG
KABUPATEN PACiTAN

- NOMOR
TANGGAL

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
RKPD KABUPATEN PACITAN

RKPD

No

Sasaran

Prioritas Pembangunan Daerah

1

2

3

¢. Format kesepakatan progra

Kabupaten Pacitan

LAMPIRAN III

m dan kegiatan Perangkat Daerah RKPD

BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASII, MUSRENBANG RKPD

KABUPATEN PACITAN
NOMOR
TANGGAL

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

TAHUN

-----

No

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan

PrioritaJ Sasaran

Daerah

Lokasi]

Indikator kinegja

Pagu akiraan

Daerah

Pro

Hasil
ram

Keterangan

Hasil
Kegiatan

Kehiaran
Kegiatan

Indikatif Peranglka

Daerah

Maju

Tolok
Ukur

Target]

Tolok
Ukur

Jenia
Kegiatar]

Target| Tolok|Target

Ukur

1/2/3

1/2/3

2

10 11 12 13 14

15

Urusan

Bidang
Urusan

Program

Kegiatan

Kegiatan

dst ...

Program

Kegiatan.....

Kegiatan.....

Bidang
Urusan

Program

dst ...
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d. Format kesepakatén program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam

rancangan RKPD Kabupaten

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN PACITAN
NOMOR

TANGGAL

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR
DALAM RANCANGAN RKPD KABUPATEN PACITAN

TAHUN ..... - e
No Permasalahan Judul Lokasi Alasan
Kegiatan

1 2 3 4 S

Cara Penglslan Form sebagai berlkut

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun
Rencana.

Kolom 2 : diisi dengan permasalahan.

Kolom 3 : diisi dengan judul kegiatan dari musrenbang kecamatan
atati Perangkat Daérah.

Kolom 4 : diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom 5 : diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan

keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum
dapat diakomodir pada tahun rencana.

1. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen

- rencana daerah, selanjutnya dibacakan dalam Rapat Pleno III untuk
mendapat tanggapan dan persetujuan, dan ditetapkan menjadi
kesepakan hasil musrenbang dokumen rencana daerah.

2. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen

rencana daerah yang telah disetujui, selanjutnya ditandatangani oleh
yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri
musrenbang dokumen rencana daerah.

3. Bappeda menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil

musrenbang dokumen rencana daerah antara lain kepada DPRD,
Perangkat Daerah, kepada Bupati untuk kesepakatan hasil musrenbang
RKPD provinsi dan kepada camat dan Kepala Desa atas kesepakatan
hasil musrenbang RKPD Kabupaten atau kepada pihak lain yang
dianggap perlu untuk mengetahuinya dan mempublikasikannya secara
luas kepada masyarakat melalui media masa.
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d. Format kesepakatan program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam
rancangan RKPD Kabupaten

LAMPIRAN 1V : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN PACITAN
NOMOR
TANGGAL

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR
DALAM RANCANGAN RKPD KABUPATEN PACITAN

TAHUN ..... - e
No Permasalahan Judul Lokasi Alasan
Kegiatan

1 2 3 4 5

Cara Penglslan Form sebagai berikut:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun
Rencana.
Kolom 2 : diisi dengan permasalahan.
Kolom 3 : diisi dengan judul kegiatan dari musrenbang kecamatan
: ataii Perangkat Daérah.
Kolom 4 : . diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
‘Kolom 5 : diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan

keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum
dapat diakomodir pada tahun rencana.

1. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen
rencana daerah, selanjutnya dibacakan dalam Rapat Pleno III untuk
mendapat tanggapan dan persetujuan, dan ditetapkan menjadi
kesepakan hasil musrenbang dokumen rencana daerah.

2. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen
rencana daerah yang telah disetujui, selanjutnya ditandatangani oleh
yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri
musrenbang dokumen rencana daerah.

3. Bappeda menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil

musrenbang dokumen rencana daerah antara lain kepada DPRD,

Perangkat Daerah, kepada Bupati untuk kesepakatan hasil musrenbang

RKPD provinsi dan kepada camat dan Kepala Desa atas kesepakatan

hasil musrenbang RKPD Kabupaten atau kepada pihak lain yang

dianggap perlu untuk mengetahuinya dan mempublikasikannya secara
luas kepada masyarakat melalui media masa.

BUPATI PACITAN

1
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019
BAGAN/ALUR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2019
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